PENGANTAR FORUM PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RENSTRA

BKD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023

RABU, 24 MARET 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH




MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RENSTRA

Maksud:

1. Penyesuian kondisi lingkungan strategis (tuntutan TI dan kondisi pandemi)

2. Penyesuaian regulasi (Kepmendagri No.050-3708 dan angka dasar
penghitungan nilai sistem merit)

Tujuan :

. Menetapkan jumlah dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan
yang terbaru sesuai Kepmendagri No.050-3708 dalam penyelenggaraan
Tupoksi BKD Prov Jateng selama periode RPJMD tersisa tahun 2022-2023;

. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKD Prov Jateng
Tahun 2022;

. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

bidang kepegawaian baik tahunan maupun lima tahunan disisa masa berlaku
RPJMD;

. Kerangka koordinasi Prog/Kegiatan dengan Pusat dan Kab/Kota (terutama
21 Kab/Kota yang sedang sedang menyusun RPJMD pasca pilkada serentak.




TUPOKSI BKD PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS POKOK FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan
Membantu Gubernur teknis,pelaksanaan tugas dukungan
melaksanakan fungsi teknis, pemantauan evaluasi dan

penunjang urusan pelaporan pembinaan teknis dan
pemerintahan di administrasi di bidang perencanaan
bidang kepegawaian dan pengembangan pegawai, mutasi,
yang menjadi pembinaan dan kesejahteraan
kewenangan daerah pegawai, dan infomasi kepegawaian;

2.Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah



PROFIL PEGAWAI PEMPROV JATENG
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PNS Berdasarkan Usia
Usia |

“»55
»S1s/d5S
» 46 5/d 50
»814/das
® 36 s/d a0
= 31s/d3s
" 26%/d 30
»21s/d 25
" <=20

PNS berdasarkan Jabatan

11,650, 29%

1,701, 4%

» Struktural s Jabatan Fungsional » Jabatan Pelaksana

25.735 1 G3% Jumiah PNS

Sumber: BKD Prov Jateng



LATAL BELAKFKANG PERUGAHAN RDPIMD

' Keselarasan dg Prioritas Dinamika Peraturan ﬂ
Nasional dengan Perundangan yang
diterbitkanya Perpres No. 18 mempengaruhi substansi
RPJMD dan dokumen

perencanaan lainnya

Tahun 2020 tentang RPJMN
Tahun 2020-2024 .
Kondisi Lingkungan Strategis Khususnya

Memperhatikan Hasil Evaluasi | Dampak Pandemi Covid 19 pada kondisi
Pelaksanaan RPJMD sosial dan ekonomiyang berimbas

utamanya pada capaian diperlukannya penyesuaian arah kebijakan,

. g . . strategi, prioritas dan sasaran
target indikator kinerja sembangunan daerah

Sumber: BAPPEDA PROV JATENG 2021
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ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2018 - 2023

e

2019
’ Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek,
g —-

2N 2021

J Kat kesejahteraan dan perekonomian masy didukung
penguatan daya saing SDM, disesuaikan menjadi
"Percepatan Pemulihan Perekonomian dan
Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan
Daya Saing SDM”

2023

“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang
Semakin Sejahtera Dan Berdikari”

2020

Kat kesejahteraan masy didukung Kat
Kualitas Hidup & Kapasitas SDM,

2022

Penguatan kesejahteraan &
perekonomian masy didukung
penguatan daya saing ekonomi daerah,
disesuaikan menjadi “Peningkatan
Perekonomian Daerah dan
Kesejahteraan Masyarakat Didukung
Penguatan Daya Saing Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia”

Sumber: BAPPEDA PROV JATENG 2021




TANTANGAN NASIONAL MENUJU
PENGEMBANGAN SDM APARATUR

KONDISI

SAAT INI

4,35 Juta ASN

Internal:

| Indiipliner SMART
ASN 2024

Program St
* Perenca
* Rekruit
« Pengemb
* Reforma

Profile:

+ Integritas

 Nasionalisme

« Wawasan Global

 IT & Bahasa Asing

* Hospitality
(Pelayanan)

Eksternal: * Networking (Jaringan)

+ Globalisasi dan Persaingan | ° Entrepreneurship

2>0O0Z2>-2>

* Tuntutan Publik (Kewirausahaan)




ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023

« Pengembangan
Kompetensi aparatur

« Good governance dan
Clean Government

* Wujudkan persatuan
dan kesatuaan serta
kondusifitas wilayah
Jawa Tengah

» Kerusakan ekosistem
pesisir dan laut
e Pencemaran

. Pengelolaan
Lingkungan SDA-LH
» Pertambangan llegal
- Bencana

« Konektivitas antar wilayah

« Transportasi Publik yang memadai

« Sarana Dasar seperti perumahan
pemukiman dan RTLH

Sumber: Rancangan RPJMD Jawa Tengah2018-2023

Kemiskinan diatas rata-rata Prov dan Nasional

Kemiskinan *

Tata Kelola
Pemerintahan

Daya Saing .

Modernisasi Industri Padat Karya
dengan buruh berpendidikan rendah
Investasi sektor jasa, pariwisata dan
pengelolaan SDM masih rendah
Askes pemodalan dan daya saing

Ekonomi produk UMKM lemah
« Kesenjangan wilayah
Tengah - Ketresediaan/ketercukupan dan
keberagaman pangan
2018-2023
Kedaulatan « Pemerataan elektrifikasi untuk
Pangan rumah tangga miskin
dan Energi - Bauran energi
Kualitas + Tenaga Kerja yang berkualitas dan
- mampu bersain
Kesenjangan dan Daya Bonups Demo ra?fi
Wilayah Saing SDM J

» Radikalisme dan terorisme

* Ancaman Narkoba



o

l Kasus pertama Covid19 di
Indonesia muncul pertama kali Pemerintah Indonesia menetapkan work
pada bulan Februari 2020 dan from home dan school from home serta
e diikuti dengan pernyataan
resmi Pemerintah Indonesia
pada awal bulan Maret 2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Indonesia mengalami kenaikan
angka pengguna internet sebesar
17% (25 juta) di Tahun 2020.

Work From Home;
Sekolah Daring;
Online Shopping;

Virtual Meeting, dlsb.

DIGITAL

TRANSFORMATION
\ J

KOMUNITAS/
MASYARAKAT

QUAD HELIX

PELAKU
USAHA/BISNIS

Sumber: BAPPENAS 2021
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EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI TH.2020

|. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ASPEK DAYA SAING PROV JAWA TENGAH TH. 2020

Tahun 2020 . . Tingkat
Target Realisas Realisa-si Cavaian
Indikator Kinerja |RPJMD2| , Kinerja P Sta-
No i Tahun Realisa- RPJMD
Pembangunan 018- Target . RPJMD s.d tus
2023 2019 si Tahun 2020 s.d Tahun
2020 (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9)
C |Aspek Daya Saing
15 |Indeks Sistem Merit 0,71 0,70 0,70 0,7 0,7 98,59 >
Keterangan :
‘ : Tercapai (Capaian D : Akan Tercapai (Capaian v : Capaian Tahun
2020 = 100 % dari 2020 = 30% &< 100 % 2020 < 30% Target

Target RPJMD) dari Target RPJMD) Akhir RPJMD



CAPAIAN NILAI SISTEM MERIT Nilai 289
TAHUN 2020 '

KESATU : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Pemerintah
7k), dengan Nilai 289 (dua
Indeks 0,70 (nol koma

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA ratus delapan puluh sembilan),
tujuh nol).

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 33/KEP.KASN/C/X1/2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
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Il. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENUNJANG PEM. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tahun 2020 Realisasi Tingkat
Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja Capaian PD Penanggung
No, Pembangunan RPJMD Tahun 2019 . . RPJMD s.d RPJMD s.d | Sta-tus Jawab
2018-2023 Target Realisa-si ) Tahun 2020
Tahun 2020
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyelenggaraan Badan
Kepegawaian dan Perangkat Kepegawaian
Daerah Daerah

1. Persentase pejabat Pimpinan 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 Bidang
Tinggi, Administrator, dan . Perencanaan dan
Pengawas yang terevaluasi Pengemba-ngan
kinerjanya Pegawai

2. Persentase PNS yang 100,00 20,00 40 40,00 40,00 40 Bidang
Meningkat Kualifikasinya Perencanaan dan
Melalui Tugas Belajar dan [jin [> Pengemba-ngan
Belajar Pegawai

3. Persentase Layanan 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 Bidang Mutasi
Administrasi Kepegawaian .

4. Persentase Penanganan 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 Bidang Pembinaan
Kasus Kepegawaian dan Kesejahtera-an

‘ Pegawai

S. Persentase Sistem Informasi 100,00 20,00 40 40,00 40,00 40 Bidang Informasi
Kepegawaian yang D Kepegawaian
Dikembangkan dan
Terintegrasi

6. Persentase PNS yang 100,00 20,00 40 21,50 21,50 21,5 Unit Penilaian
Terpetakan Kompetensinya v Kompetensi ASN

Kelas A




PERMENDAGRI NOMOR 30 TAHUN 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

KEPMENDAGRI NOMOR 020.3708 TAHUN 2020

Tentang Pemutakhiran Permendagri90/2019

— ] .

- Penyesuaian nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada
Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Perubahan Renstra PD 2018-2023

- Penyesuaian arsitektur perencanaan pembangunan pada indikator kinerja semula 4 level

(tujuan, sasaran, program dan kegiatan) menjadi a level (tujuan, sasaran, program, kegiatan
dan sub kegiatan)

Sumber: BAPPEDA PROV JATENG 2021



PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN BKD PROV JATENG TH. 2021 SESUAI

PERMENDAGRI 90/2019 & KEPMENDAGRI No0.050-3708

NO TAHUN 2019 / 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
PROGRAM TAHUN| JUMLAH PROGRAM JUMLAH JUMLAH suB PROGRAM JUMLAH JUMLAH SuUB
2019 KECTA TN KEGIATAN A5 EUN KEGIATAN | KEGIATAN
1 | Program 22 kegiatan Program 5 kegiatan 16 Sub Program 4 kegiatan 18 Sub
Penyelenggaraan Kepegawaian Kegiatan | Kepegawaia Kegiatan
Kepegawaian Daerah n Daerah
dan Perangkat
Daerah
2 | Prog Manajemen| 15 kegiatan Program 4 kegiatan 23 Sub Program 8 kegiatan 23 Sub
Administrasi Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan
Pelay Umum, Urusan Urusan
kepegawaian dan Pemerintahan Pemerintahan
Keuangan Daerah Daerah
Perangkat
Daerah
3 | Program 2 kegiatan
Perencanaan dan
Evaluasi
Perangkat
Daerah
3 Program 39 2 Program 9 Kegiatan 46 Sub | 2 Program |12 Kegiatan| 41 Sub
Kegiatan Kegiatan Kegiatan

15




TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA
MENENGAH BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

TUJUAN RENSTRA

Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem
Merit Dalam Manajemen ASN

SASARAN II

Distribusi Penempatan Pengembangan Layanan
PNS Dalam Jabatan Kepegawaian Yang Cepat
(Sesuai Kualifikasi dan dan Terintegrasi

Kompetensi)

SASARAN I

16



STRATEGI

1.

. Pengadaan

o v kW

Perencanaan kebutuhan
pegawai dengan
mempertimbangkan pegawai

yang ada dan yang akan pensiun
dalam lima tahun;

pegawai yang
transparan dan kompetitif, baik
dari jalur CPNS, PPPK dan juga
dari PNS mutasi dari instansi
lain;

Pengembangan karier melalui
manajemen talenta;

Promosi, Mutasi dan Rotasi
secara objektif dan transparan;
Manajemen  kinerja  secara
terukur;

Penggajian, penghargaan dan
promosi berdasarkan penilaian
kinerja dan penegakan disiplin

dan kode etik serta kode
perilaku pegawai ASN;
Perlindungan dan pemberian

kemudahan serta layanan dalam
pelaksanaan tugas ASN;
Penyediaan system pendukung
untuk  peningkatan  kualitas
layanan kepegawaian.

ARAH KEBIJAKAN

TAHUN I

vk W

Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui jalur pengadaan PNS dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian (Sinaga)
Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja (e-kinerja).
Penyusunan tools pemetaan kompetensi ASN.

Penyusunan manjemen talenta

TAHUN II

B W e

Pemetaan kompetensi ASN.

Penyiapan talent pool untuk JPT.

Penataan pegawai sesuai peta jabatan dan kelas jabatan.
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis
terintegrasi dengan SIMPEG.

Pemenuhan sarpras IT mendukung pengembangan sistem informasi
layanan kepegawaian.

online




ARAH KEBIJAKAN (Lanjutan...)

TAHUN III

Pemetaan kompetensi ASN.

Pengembangan konsep manajemen talenta.

Pengembangan sistem informasi Tugas Belajar/ljin Belajar.

Pengembangan data kepegawaian digital yang dapat diakses oleh seluruh ASN Pemprov Jateng.
Penguatan Assesment Centre.

uhwWwN e

TAHUN IV

Pemetaan kompetensi ASN.

Pembinaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional.

Penguatan pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN.

Pembinaan dan penanganan kasus kepegawaian berbasis sistem informasi.

Penghargaan dan perlindungan ASN.

Penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

SR ANl S

TAHUN V

Implementasi Manajemen Talent.

Penguatan single data simpeg terintegrasi.

Pengembangan portal layanan kepegawaian.

Penguatan layanan informasi dan dokumentasi kepegawaian.
Penguatan koordinasi dan evaluasi.

Pemantapan implementasi komponen sistem merit.

oOuhewWwNE
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MENGACU KEPMENDAGRI No. 050-3708 TAHUN 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Meningkatkan tata kelola
Organisasi Perangkat Daerah

Nilai Kepuasan Masyarakat

CASCADING INDIKATOR KINERJA PERUBAHAN RENSTRA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit

dalam Manajemen ASN

Nilai Sistem Merit

/\

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

o Persentase Distribusi Penempatan PNS
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Distribusi Penempatan PNS
Dalam Jabatan

Dalam Jabatan

Pengembangan Layanan Kepegawaian
Yang Cepat Dan Terintegrasi

Persentase Pengembangan Layanan
Kepegawaian Yang Dikembangkan

\\

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi

J

C N

Persentase
ketercapaian
pelayanan
umum,
kepegawaian,
dan keuangan

-

perangkat daerah

(U /

(¥

Persentase
ketercapaian
perencanan
dan evaluasi
kinerja OPD

N

)

|

Program Kepegawaian Daerah

|

a N\ O N O N N O N O )
Persentase Persentase Persenta Persenta
PNS van Persentase Pejabat Persentas
terpe:lakagn PNS yang Pimpinan se se e Sistem
kompetensinya || Meningkat Tinggl Layanan || Penanga || Informasi
e s kualifikasin administrat Al nan Kepegawa
an ya melalui or dan : )
e tugas pengawas trasi Kasus lan yang
ditetapkan belaiar d dikemban
10.000 orang e ajar .an yang : Kepega Kepega
ijin belajar terevaluasi . . gkan
dalam 5 tahun) AETETE walan walan
(U VAN AN AN VAN AN )




Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi
Indikator :
Persentase ketercapaian perencanan dan
evaluasi kinerja OPD

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator :
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah

|

v

v

kinerja yang disusun

Formulasi :
Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi

\ kinerja yang disusun /

Keuangan Perangkat Daerah

Formulasi :
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Administrasi

Qeuangan Perangkat Daerafy
( 3\

v

( Penyediaan Jasa h

Administrasi BMD pada
Perangkat Daerah
Formulasi :
Jumlah laporan
pelaksanaan
Administrasi BMD pada

Kepegawaian PD

Formulasi :

Jumlah laporan

pelaksanaan

\ Perangkat Daerah /

Administrasi

\ Kepegawaian PD

Perangkat Daerah
Formulasi :
Jumlah laporan
pelaksanaan

administrasi umum

\ Perangkat Daerah /

v y v
( N [ e 5 D ( Administrasi D ( > . N [ )
Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Administrasi Barang Kepegawaian Administrasi Umum D:‘:':g:d:::u?‘?;:ggu ':"u'::‘n

__ danEvaluasiKinerjaPD | | Keuangan PD J | Milik DaerahpadaPD | |, h) Perangkat Daerah | PemerintahDaerah
i Indikator : Indikator : / i \

/ Indikator : \ / Indikator : \ / Indikator : \ T — limiah laporan Indikator :

Jumlah dokumen Jumlah Laporan Jumlah laporan pelaksanaan pelaksanaan Jumlah laporan -
perencanaan dan evaluasi Pelaksanaan Administrasi pelaksanaan J— I Peragadaianaraqg Milik
aerah Penunjang

Urusan Pemda
Formulasi :
Jumlah laporan
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Penunjang Urusan

/

Indikator :
Jumlah laporan

\

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Formulasi :
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Urusan Pemda

o /

-

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan
_ Pemerintahan Daerah y

>

/

Jumlah

Urusan

Jumlah

Urusan

\ Pemerintahan Daerah /

-

Indikator :

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah Penunjang
Formulasi :

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang

laporan

Pemda

laporan

Pemda

)

Subbag Program

™

Subbag Keuangan

Ve

Subbag Umum dan Kepegawaian

™

7 J J
Penyusunan Jumlah dokumen Penyediaan Gaji Jumlah bulan rengamanan Jumlah bulan Pengadaan kJumlz;h unit J PPenlyttediazn Jumlaz.unit Pengadaan Jsumlah :nit Penyediaan Jumlah b;lan P:nyedl.i:an Jasa :umlah I;glan
perencanaan . terpenuhinya ore terpenuhinya Pakaian Dinas [rakaian dinas yan eralatan dan penyediaan Sarana dan arana dan Jasa Surat pemenuhan emeliharaan, erpenuhinya
Dokumen Perangkat Daerah dan Tunjangan kebutuhan bulan gaji Barang Milik premi asuransi beserta Atribut diadakan Perlengkapan | Peralatan Kantor Prasarana Prasarana gedung pelayanan surat Biaya biaya
Perencanaan yang disusun ASN dan tunjangan ASN Daerah barang milik Kantor Kantor/ Bangunan Menyurat menyurat PD Pemeliharaan, | Pemeliharaan
Perangkat daerah (OISR, Penyediaan Jumlah Bulan Gedugg Kantor Lainnya Pajak dan Rutin/ Berkala dan
Daerah Pelaksanaan | Jumiah Laporan Pendidikan danj Jumlah ASN vang | o catakan|  terpenuhinya atan:. i Penyediaan [ Jumlah bulan | P22k Kendaraan
h Keuangan PD Pelatihan  |mengikuti DIKLAT, kebutuhan barang ainnya : terpenuhinya Jasa| | Kendaraan Dinas |Dinas Operasional
Penatausahaan . Workshop/ dan P d Tumlah unit Jasa L o toried
i Kinerja| /umlah dokumen Pegawai 2 cetakan dan engadaan Komunikasi,air perasional atau
Evaluasi Kinerja dan Pengujian/ egawa Se penggandaan engadaan Komunikasi istri
Perangkat evaluasi kinerja guj berdasarkan eminar penggandaan Mebel F:neﬁbelair ) dan listrik PD Lall?;ngan . EITEN
Perangkat Daerah Verifikasi T d kantor Sumber Daya Pemeliharaan/R| Jumlah bulan
Daerah K ugas dan ; oy habiltasi terpenuhinya
euangan SKPD i Penyelenggaraa| Jumlah bulan - Air dan listrik ehabiltasi !
g = = Fungsi terpenuhinya Pengadaan Jumlah unit sarana dan Pemeliharaan
Penyediaan Jumlah bulan Penyediaan Jumlah bulan n Rapat d Rutin/ Berkal
5 i e pelaksanaan Kendaraan [T EEN] Penvediaan | Jumlah bulan rasarana UL/ EEAE1E)
Administrasi terpenuhinya bahan bacaan | tercukupinya Koordinasi dan - [ S S Yy e p dsarana prasarana
ini ! kebutuhan kebutuhan bahan i feBatERa Dinas terpenuhinya jasa d >
lak: dan peraturan Konsultasi SKPD| koordinasi d . operasional Jasa I gedung pendukung
Pelaksanaan administrasi erundang- bacaan/buku oordinasi dan Operasional Pelayanan pelayanan umum kantor/bangunal gedung kantor
Tugas ASN pendukung pundan_garg1 perpustakaan PD |~ Penyediaan Jumlah bulan dk‘l’”su:as'lke atau Lapangan Umnum Kantor kantor P —
pelaksanaan tugas | terpenuhinya alam dan luar
Dukunsan Jumlah laporan peralatan daarah > Tormiah bul
AN lak: s pelaksanaan SPBE| rumah tangga IEEbUtUhan runllatt] Penyediaan Jumiah bulan PenVEdlaan tersgjhin;aajr;sa Pemeliharaan JortEt ey
[EAELEEREE angga perangka Komponen terpenuhinya Jasa Peralatan Mebel terpenuhinya
Sistem daerah A N\ ) peralatan dan )
- — Tomlah bl Instalasi Listrik/ penyediaan dan erlenzkapan biaya
Pemerintahan Fasilitasi umiah buian Penerangan komponen Penvediaan Jumlah Bulan P gkap Pemeliharaan
M
b : ; terpenuhinya ; = ) Perlengkapan kantor
erbasis Kunjungan kebutuhan fasilitasi Bangunan Kantor Instalasi Bahan Logistik terpenuhinya Mebel
elektronik pada Tamu uni o Listrik/Penerangan Kantor kebutuhan logistik| Kantor
SKPD unjungan tamu Bangunan Kantor kantor



Program Kepegawaian Daerah
Indikator :
Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui
tugas belajar dan ijin belajar

Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi administrator dan pengawas

yang terevaluasi kinerjanya

v

v

v

v

Pengadaan, Pemberhentian dan f . ) . . Penilaian dan Evaluasi Kinerja . )
| Tite ) AT ETE L ] L Pengembangan Kompetensi ASN ] { Mutasi dan Promosi ASN ] L SRETE J L Pengembangan Kompetensi ASN |
Indikator : Indikator : / \ Indikator :

/

\_

\

Indikator :
Persentase usulan formasi ASN

Formulasi :
Jumlah usulan formasi ASN tahun
berjalan dibagi Jumlah ASN yang
pensiun/purna tugas tahun berjalan x

100% /

Persentase PNS yang menempuh
pendidikan formal dari hasil verifikasi

Formulasi :

Jumlah PNS yang menempuh
pendidikan formal dibagi Jumlah PNS
yang yang lolos verifikasi usulan
pendidikan formal x 100%

o J

Persentase pejabat struktural yang
dilantik dari target yang diusulkan

Formulasi :
Jumlah Pejabat Struktural yang
dilantik dibagi jumlah Formasi Jabatan
KStrukturaI yang diusulkan pelantikan/

Indikator :
Persentase ASN yang dinilai PKSP

Formulasi :
Jumlah ASN yang dinilai PKSP dibagi
jumlah seluruh ASN Pemprov Jateng x

100%
o J

pejabatnya x 100%
p

>

Persentase PNS yang dilantik dalam
Jabatan Fungsional

Formulasi :

Jumlah Pejabat Fungsional yang
dilantik dibagi Jumlah Pejabat
Fungsional yang diusulkan ke PPK
untuk dilantik x 100%

~ =

Ve

Subbid Formasi dan Pengembangan

>

Subbid Jabatan Struktural

J

Subbid Pengembangan
Jabatan Fungsional )

|

Kab/ Kota yang mengikuti
ujian UKPPI

Jumlah ASN yang
mengikuti diklat Pim Tk |

Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat Lemhanas|

\ J
penyusunan Jumlah dokumen Daftar Pengelolaan Jumlah PNS Pemprov yang Pengelolaan Jumlah PPT, Pejabat Pelaksanaan Jumlah Pejabat Pimpinan Pembinaan Jabatan Jumlah Pejabat Fungsional
Susunan Pegawai selama . menempuh pendidikan . Administrator dan o . Tinggi, Administrator dan . yang dimonitoring dan
Rencana 5 tahun dan penetapan Pendidikan melalui ijin belajar Promosi ASN Pengawas yang terpilih Penilaian dan Pengawas yang terevaluasi Fungsional ASN evaluasi
Kebutuhan, Jenis |kebutuhan pegawai sesuai Lanjutan ASN (dilantik) memenuhi syarat Evaluasi Kinerja dan terdatabase kinerjanya
formasi dan kelas jabatan Jumlah PNS Pemprov yang Kompetensi, Kualifikas, di lingkungan Pemprov ili H Jumlah SK yang ditetapkan
dan Jumlah (1 dok/th) menempuh pendidikan rekam jejak jabatani dan Aparatur Jateng il dalam Jabatan Fungsional
Jabatan untuk tugas belajar Persyaratan Objektif Pengembangan sesuai peraturan
Pelaksanaan Jumlah dokumen lainnya Jumlah PNS yang Karir dalam perundang-undangan
P d ASN pengembangan Sl P e Prov.dar? memenuhi persyaratan Jabatan Fungsional
engadaan manajemen talenta Kab/ KOt‘?_ Va”$ LT Jumlah Calon Pejabat administrasi untuk g Jumlah PAK yang
ujian dinas Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil mengikuti uji kompetensi ditetapkan
Jumlah PNS Pem Prov dan Seleksi Promosi Terbuka calon pejabat
administrator dan Jumlah PNS yang dilantik

pengawas

dalam jabatan fungsional

Jumlah PNS yang masuk
Talent Pool




4 N

Indikator :
Persentase layanan pensiun tepat waktu

Formulasi :
Jumlah SK pensiun dibagi

-

jumlah usulan pensiun PNS X 100%

\_ /

Jumlah pelayanan
administrasi pensiun

Jumlah pemberkasan dan

validasi usulan penetapan

pensiun otomatis (PPO)
PNS

\_

N

Indikator :
Persentase pegawai yang diterima dari ajuan
mutasi luar Pemprov Jateng

Formulasi :
Jumlah PNS yang diterima mutasi dibagi

jumlah PNS yang mengajukan mutasi x 100%/

—
[ ]

4 N

Indikator :
Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat
waktu

Formulasi :
Jumlah SK Kenaikan Pangkat dibagi

Jumlah OPD yang dievalusi
penempatan Pejabat
Pelaksana sesuai Peta

Jabatan

Rekomendasi hasil evaluasi
penempatan pejabat
pelaksana sesuai peta

jabatan di OPD

Jumlah pelayanan
administrasi mutasi PNS

Test Mutasi PNS

jumlah PNS yang diusulan /

\_

/ Indikator : \

Persentase CASN yang lolos seleksi pengadaan
ASN

Formulasi :
Jumlah CASN yang lolos seleksi dibagi
jumlah formasi pengadaan ASN yang

Jumlah pembuatan
Karis/Karsu

Jumlah pembuatan Karpeg

Jumlah pelaksanaan
Sumpah/Janji PNS

Jumlah fasilitasi Izin Cuti

Jumlah penerbitan SPTKG

Jumlah penyelesaian SK
Kenaikan Pangkat PNS tepat
waktu Pemprov dan
Kab/Kota

\ ditetapkan X 100% /

Jumlah Seleksi Pengadaan
ASN Pemprov Jawa Tengah
dan fasilitasi pengadaan
CPNSD Kab/Kota

Jumlah Penyelesaian SK
CPNSD dan SK PNSD

umlah fasilitasi seleksi capra
IPDN asal pendaftaran
Provinsi Jawa Tengah

Jumlah pembekalan purna
Praja IPDN asal pendaftaran
Provinsi Jawa Tengah

22



/ Indikator : \

Persentase PNS yang mendapatkan
penghargaan SLKS

Formulasi :
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
SLKS dibagi jumlah PNS yang diusulkan
mendapatkan penghargaan SLKS x 100%

-
o

Jumlah PNS yang diberikan
bintek pembinaan disiplin PNS

Jumlah PNS yang diberikan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

Jumlah konsep peraturan
bidang kepegawaian

Jumlah rekomendasi/klarifikasi
penanganan kasus PNS

Jumlah Laporan/aduan kasus
kepegawaian

Jumlah Penanganan ijin
perceraian PNS

/ Indikator : \

Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya

Formulasi :
Jumlah ASN yang dinilai kedisiplinan
kehadirannya dibagi Jumlah seluruh ASN

Pemprov Jateng x 100%

Jumlah PNS yg mendapatkan
pembekalan memasuki masa
purna tugas.

Jumlah Penanganan usulan
jaminan kecelakaan kerja
Bintek Kaderisasi Kepemimpinan
PNS berbasis Gender
Jumlah PNS Pem Prov jateng yang
mendapatkan penghargaan SLKS
Jumlah usulan TK SLKS dari
pemerintah provinsi dan kab/kota|
se-jawa tengah

/ Indikator : \

Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi
Profesi ASN/Kode Etik

Formulasi :
Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi Kode
Etik dibagi Jumlah seluruh OPD Pemprov Jateng x

\ 100% /

Jumlah ASN yang
mendapatkan pembinaan
profesi ASN/kode etik

Jumlah peserta apel siaga
KORPRI
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/ Indikator :

Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan
Sistem Informasi Kepegawaian

Formulasi :
Jumlah OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem

P ——
S e ———

Indikator : \

Persentase dokumen digital kepegawaian yang
ditargetkan

Formulasi :
Jumlah data kepegawaian yang terdokumentasi secara
digital dibagi jumlah dokumentasi data digital

Informasi Kepegawaian dibagi jumlah seluruh OPD Pemprov Jateng x
100%

Jumlah apllka5| sistem informasi kepegawaian yang
dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg

Jumlah dokumentasi profil kepegawaian

Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan
pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian

Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg

Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang
dikembangkan

Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK

kepegawaian yang ditargetkan x 100%

\_ /

Jumlah data pegawai yang terdokumentasi
secara fisik sesuai standard (menggunakan
lactomapfolder)

Jumlah data pegawai yang terdokumentasi
secara digital

Jumlah pengembangan modul aplikasi atau
Bintek dokumentasi data kepegawaian
dengan SKPD (Bintek/aplikasi)
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—_

\

Indikator :
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi
umum Perangkat Daerah

Formulasi :
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi
umum Perangkat Daerah

)

/ Indikator :
Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi

Formulasi :
Jumlah realiasasi pelaksanaan Uji Kompetensi
dibagi Jumlah target pelaksanaan Uji

Jumlah bulan terpenuhlnya
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

Jumlah bulan terpenuhinya
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah

Kompetensi x 100%
\ /

Jumlah PNS Pemprov Jateng
yang dinilai potensi dan
kompetensinya

Jumlah PNS Pemerintah
Kab/Kota yang dinilai potensi
dan kompetensinya.

umlah Pejabat administrator
dan Pengawas Pem Kab/Kota
yang dinilai kompetensi
manajerialnya

Indikator :
Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang
ditelaah

Formulasi :
Jumlah hasil Penilaian Kompetensi PNS yang
ditelaah dibagi jumlah seluruh hasil Penilaian
Kom petensi PNS yang ditargetkan x 100%

Jumlah PNS Pem Prov Jateng
yang terpetakan
kompetensinya

Jumlah telaahan hasil
penilaian PNS pemprov
Jateng

Penyempurnaan metode
penilaian kompetensi
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2.

3.

4.

SUBSTANSI PERUBAHAN RENSTA

Penyesuaian angka dasar penghitungan nilai sistem merit
oleh KASN:;

Penyesuaian jumlah dan nomenkaltur program, kegiatan
dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun
2020;

Penyesuaian kebijakan di tahun ke IV dan V sebagai bentuk
adaptasi terhadap kondisi pandemi 1 tahun terakhir yang
berimplikasi pada pola sistem kerja dan penguatan
penggunanaan sistem informasi layanan kepegawaian
berbasis on line systenr;

Tindaklanjut penyelesaian hasil evaluasi pelaksanaan
Renstra sampai tahun terakhir.



2.

3.

4.

5.

HARAPAN

Masukan terhadap substansi rancangan perubahan Renstra dari
para narasumber dan peserta sidang yang hadir

Terimplementasikannya amanah Kepmendagri 050 dalam
cascading indikator kinerja di dokumen perubahan Renstra

Prioritas lintas sektor dengan OPD terkait (3 pilar dan dishominfo%
dapat semakin optimal dalam upaya tindaklanjut hasi
rekomendasi penilaian sistem merit oleh KASN

Mendorong 21 Kab/Kota yang Pilkada tahun 2020 untuk
menuanghan indikator sistem merit dalam RPJMD/Renstra-nya
sebagai keselarasan prencanaan pusat-daerah

Rancangan perubahan Renstra mampu mengakomodasi
peningkatan layanan kepegawaian sesuai prioritas dan
perkembangan lingkungan strategis.
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